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ABSTRAKSI 

 

Nama : Dymas Nugraha Prastama Wiranata 

Nim : 201910110311290 

Judul : Analisis Yuridis Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota 

Nusantara Terhadap Sistem Ketatanegaraan Ditinjau 

Berdasarkan Demokrasi Pilkada 

Pembimbing      :   Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

 
Pada tahun 2019, Presiden Jokowi Widodo melalui pidatonya menyampaikan terkait 

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan berbagai pertimbangan salah satunya kemajuan 

bangsa. Demi memberikan payung hukum, pada tahun 2020 DPR mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam perjalanannya, terdapat permasalahan 

hukum serius salah satunya terkait proses pengangkatan kepala otorita IKN langsung dari Presiden 

dengan kesepakatan bersama DPR yang kedudukannya setingkat Menteri. Maka dari itu, 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana problematika diangkatnya 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Presiden ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana proses yang ideal 

dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau berdasarkan prinsip ius 

constituendum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan penelitan ini adalah 

memberikan penjabaran terkait problematika pertentangan hukum diangkatnya kepala otorita 

IKN serta analisis terkait dengan proses ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota 

Nusantara terhadap sistem ketatanegraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tiga pendekatan yakni penedekatan perundang- 

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pertentangan hukum pengangkatan kepala otorita IKN ditinjau dari hukum otonomi daerah dan 

rezim Pilkada, tidak mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi serta tidak adanya 

check and balances karena tidak adanya DPRD. Sehingga, penting bahwa seyogyanya 

penangkatan kepala otorita IKN harus sesuai dengan rezim pilkda (melalui proses pilkada) 

sebagaimana amanat konstitusi. Serta dapat dilakukan juga dengan mekanisme fit and proper 

guna menghindari abuse of power serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

 

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kepala Otorita, Sistem Ketatanegaran, Rezim Pilkada 
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ABSTRACT 

 
Name : Dymas Nugraha Prastama Wiranata 

Nim : 201910110311290 

Tittle : The yuridicial analysis of the discharred head of the state 

minister for thr united states senate based on the 

democratization of pilkada 

Adviser : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum 

Fitria Esfandiari, S.H., M.H 

 

In 2019, President Jokowi Widodo through his speech conveyed the relocation of the 

National Capital (IKN) with various considerations, one of which was the progress of the nation. 

In order to provide a legal umbrella, in 2020 the DPR passed Law Number 3 of 2022 concerning 

the National Capital. Along the way, there have been serious legal problems, one of which is 

related to the process of appointing the head of the IKN authority directly from the President 

with the agreement of the DPR, whose position is at ministerial level. Therefore, the problems 

raised in this research are, 1) What are the problems with the appointment of the Head of the 

Archipelago Capital Authority through the President in terms of Law Number 6 of 2020 

concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2020 

concerning the Third Amendment to the Law -Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation 

of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of 

Governors, Regents and Mayors to Become Law? 2) What is the ideal process for appointing the 

head of the Archipelago Capital Authority based on the principle of ius constituendum in the 

constitutional system in Indonesia? The aim of this research is to provide an explanation 

regarding the legal conflict issues regarding the appointment of the head of the IKN authority as 

well as an analysis related to the ideal process in appointing the head of the Archipelago Capital 

Authority regarding the Indonesian political administration system. The research method used in 

this research is juridical-normative with three approaches, namely the statutory approach, the 

conceptual approach and the case approach. The research results show that the legal conflict 

regarding the appointment of the head of the IKN authority, in terms of regional autonomy law 

and the Pilkada regime, does not reflect the existence of an autonomy and decentralization 

system and the absence of checks and balances due to the absence of a DPRD. So, it is important 

that the appointment of the head of the IKN authority must be in accordance with the regional 

election regime (through the regional election process) as mandated by the constitution. And it 

can also be done with a fit and proper mechanism to avoid abuse of power as well as acts of 

corruption, collusion and nepotism, 

 
 

Keywords: Thel Juridicial, Head of Authority, Constitutional System, Regional Election Regime 
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